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ABSTRAK 

Kartika Emillia Putri 

4011611043 

 

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG 

PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA 

YANG DIPERGANGKAN OLEH PELAKU USAHA 

DI KOTA PANGKALPINANG 

 

Skrispi Fakultas Hukum, 2019 

Kata Kunci:Implementasi, Peraturan Menteri, Pencantuman harga, Pelaku Usaha, 

Konsumen. 

 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang 

Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan mengatur 

mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pencantuman harga pada 

barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dan untuk 

mengetahui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa 

Yang Diperdagangkan oleh pelaku usaha di Kota Pangkalpinang. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan 

konseptual. Hasil penelitian membuktikan bahwa: pertama, hubungan hukum 

antara pelaku usaha dan konsumen dalam penelitian ini termasuk dalam perikatan 

yang lahir dari undang-undang dan terbit dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH). 

Konsumen yang merasa hak-haknya dirugikan oleh pelaku usaha khususnya yang 

ada di Kota Pangkalpinang akibat tidak dicantumkannya daftar harga pada 

usahanya dapat melakukan tuntutan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum 

(PMH) kepada pelaku usaha; kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang 

dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan khususnya Pasal 2 yang menyatakan bahwa 

setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa 

kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, 

mudah dibaca dan mudah dilihat, belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pelaku 

usaha yang ada di Kota Pangkalpinang. 
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ABSTRACT 

Kartika Emillia Putri 

4011611043 

 

IMPLEMENTATION OF MINISTRY OF TRADE REGULATION 

REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 35/M-DAG/PER/7/2013  

ABOUT GOODSAND SERVICES' PRICE INCLUSION BY 

PANGKALPINANGTRADER  

 

The Faculty of Law Undergraduated Thesis, 2019 

 

Keywords: Implementation, Ministerial Regulation, Price inclusion, Trader, 

Consumers. 

 

The ministry of trade regulation number. 35/M-DAG/PER/7/2013 about “Goods 

and Services' Price Inclusion" regulates the trader's obligation deciding goods 

and services' price inlusion. The aim of this research is understanding the lawful 

relation between trader and consumer. Also, the aim of this research is to 

understand the implementation of ministry of trade regulation numb. 35/M-

DAG/PER/7/2013 about “Goods and Services' Prices Inclusion” in 

Pangkalpinang city. This study use the juridical and empirical research with the 

lawful and conceptual approaches. The result of the study shows: firstly, the 

relation between trader and consumer is included into union that is formed from 

the regulations and torts. The consumer who gets financial losses by 

Pangkalpinang trader can submit a lawful demand based on the torts for the 

trader; secondly, the article number 2 of the ministry of trade regulation numb. 

35/M-DAG/PER/7/2013 about “Goods and Services Price Inclusion" states every 

trader who trades the goods and services by retail system should put the prices 

clearly –easily to read and see, is not fully implemented  by Pangkalpinang 

Trader. 
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